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KEPUTUSAN
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NOMOR @ /KPTS/DPRD/2019
TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

N

KABUPATEN KAMPAR

bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nonor 23
Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anggota DPRD
mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi
masyarakat yang  diwakilinya serta menjaring dan
menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja,
rapat kerja, reses dan hearing;

bahwa setiap anggota DPRD dalam menampung dan
menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut
dapat menuangkannya berupa pokok-pokok pikiran DPRD
yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD Kabupaten
Kampar Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan
DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2020;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonsesia Nomor 4355);
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonsesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5660);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoesia
Nomor 05587) sebagaimana telah diubah beberapa  kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts/VIII/ 2014 Tanggal 20
Agustus 2014 tentang Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dan Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2014-2019;

Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor Kpts.724/X/2014
tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kampar;
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14. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor
Kpts.157/X11/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kampar;

15. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

Memperhatikan Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kampar

Tanggal 28 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2020;
KEDUA Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah

yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KeTIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 28 Februari 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Ketua
AHMAD FIKRI
Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua
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